SALINAN

D
T A

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik dan mendorong reformasi birokrasi, perlu
melaksanakan mutasi pegawai negeri sipil sebagai bagian
dari manajemen aparatur sipil negara;

b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan mutasi pegawai

negeri sipil, perlu mengatur teknis pelaksanaan mutasi di
lingkungan pemerintah daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MUTASI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kota Bontang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan
pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi
pemerintah  sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

7. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh
Wali Kota untuk memberikan pertimbangan kepada PPK
atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian dalam jabatan, pengembangan
kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.

8. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam
1 (satu) instansi Daerah, antar-instansi Daerah, antar-
instansi pusat dan instansi Daerah, dan ke perwakilan
Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan
sendiri.
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BAB II
MUTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Mutasi PNS
di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Perencanaan Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memperhatikan aspek:

kompetensi;

pola karier;

pemetaan pegawai;

kelompok rencana suksesi;

perpindahan dan pengembangan karier;

penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
kebutuhan organisasi; dan

B rthe a0 oo

sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada
klasifikasi jabatan.

Pasal 3

(1) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun.

(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan
persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier,
dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

(3) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip
larangan konflik kepentingan.

Bagian Kedua
Jenis Mutasi

Pasal 4
Jenis Mutasi di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan
pihak yang menginisiasi terdiri atas:
a. Mutasi oleh Pemerintah Daerah; dan
b. Mutasi atas permintaan sendiri.
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BAB III
MUTASI OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Mutasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan berdasarkan
perencanaan Mutasi PNS sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Mutasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dalam lingkup antar Perangkat
Daerah.

(3) Mutasi oleh Pemerintah Daerah menjadi wewenang Wali
Kota selaku PPK.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Mutasi oleh Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian
menyampaikan perencanaan Mutasi.

(2) Perencanaan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk
mendapat pertimbangan Mutasi.

(3) Berdasarkan pertimbangan Mutasi dari Tim Penilai
Kinerja PNS, Perangkat Daerah yang membidangi
kepegawaian mengusulkan Mutasi kepada PPK.

(4) Berdasarkan usulan Mutasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam
jabatan.

BAB IV
MUTASI ATAS PERMINTAAN SENDIRI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Mutasi atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan mengajukan
surat permohonan Mutasi secara tertulis.

(2) Format surat permohonan Mutasi secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.
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(3) Mutasi PNS atas permintaan sendiri diberikan dengan
pertimbangan:

a. memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan;

b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi;
dan

d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman
disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau proses
peradilan yang ditandatangani oleh kepala Perangkat
Daerah yang membidangi kepegawaian.

(4) Mutasi PNS atas permintaan sendiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Mutasi dalam Pemerintah Daerah;

b. Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam 1 (satu)
provinsi;

c. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi; dan

d. Mutasi PNS Daerah ke instansi pusat atau sebaliknya.

(5) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Mutasi PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c,
dan huruf d bertindak sebagai:

a. instansi penerima; atau
b. instansi asal.

(6) Wali Kota berwenang menetapkan keputusan Mutasi
dalam Pemerintah Daerah.

(7) Kewenangan menetapkan keputusan Mutasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dapat dilimpahkan kepada pejabat
Pemerintah Daerah.

(8) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,
huruf c, dan huruf d ditetapkan berdasarkan keputusan
Mutasi oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Mutasi dalam Pemerintah Daerah

Pasal 8

(1) Mutasi dalam Pemerintah Daerah harus memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (3).

(2) Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berhak
mengajukan permohonan Mutasi dalam Pemerintah
Daerah.

(3) Permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus mendapat persetujuan dari kepala Perangkat
Daerah.
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Pasal 9

(1) PNS yang akan mengajukan permohonan Mutasi,
mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada
Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang
membidangi kepegawaian.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mencantumkan alasan permohonan Mutasi.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus melampirkan:

a. surat pernyataan persetujuan dari Kepala Perangkat
Daerah;

b. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan

c. surat pernyataan tidak sedang dalam proses
pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin
tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh
kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1), Perangkat Daerah yang
membidangi  kepegawaian melakukan  wawancara
terhadap PNS yang mengajukan permohonan Mutasi.

(2) Berdasarkan surat permohonan dan hasil wawancara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat
Daerah yang membidangi kepegawaian membuat usul
Mutasi yang disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS
untuk mendapatkan pertimbangan Mutasi.

(3) Usul Mutasi dan pertimbangan Mutasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepala Perangkat
Daerah yang membidangi kepegawaian kepada Wali Kota.

(4) Dalam hal Wali Kota atau pejabat yang diberi pelimpahan
kewenangan menolak usul Mutasi, disampaikan
penolakan  secara  tertulis melalui surat yang
ditandatangani Wali Kota atau pejabat yang diberi
pelimpahan kewenangan.

(5) Dalam hal Wali Kota atau pejabat yang diberi pelimpahan

kewenangan menyetujui usul Mutasi, ditetapkan
pengangkatan dalam jabatan bagi PNS pemohon Mutasi.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah sebagai Instansi Penerima

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Dalam hal terdapat PNS yang mengajukan permohonan
Mutasi ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah bertindak
sebagai instansi penerima.
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Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 12

PNS yang akan Mutasi atas permintaan sendiri ke
Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan:

a. memenuhi kualifikasi pendidikan, kompetensi dan
pengalaman sesuai formasi yang dibutuhkan Pemerintah
Daerah;

b. umur kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun pada
saat mengajukan Mutasi ke Pemerintah Daerah;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman
disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan
secara tertulis oleh PPK atau kepala instansi atau
Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian pada
instansi atau daerah asal,

e. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas
yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau kepala
instansi atau Perangkat Daerah yang membidangi
kepegawaian pada instansi atau daerah asal;

f. bebas temuan yang diterbitkan instansi atau Perangkat
Daerah yang membidangi pengawasan pada instansi atau
daerah asal;

g. memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan
pengalaman sesuai formasi dan kelas jabatan yang
ditetapkan oleh PPK daerah asal;

h. penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir;

i. tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat;

j. tidak sedang dalam proses izin perceraian;

k. tidak mempunyai tanggungan utang dengan lembaga
keuangan/bank disertai dengan surat pernyataan pejabat
pembayar gaji; dan

1. lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Perangkat
Daerah yang membidangi kepegawaian Daerah.

Paragraf 3
Tata Cara Pengajuan

Pasal 13

(1) PNS mengajukan surat permohonan Mutasi atas
permintaan sendiri kepada Wali Kota melalui Perangkat
Daerah yang membidangi kepegawaian.

(2) Surat permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen
persyaratan:

a. fotokopi surat keputusan pengangkatan calon PNS
yang telah mendapat pengesahan;
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fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang
telah mendapat pengesahan;

fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir
yang telah mendapat pengesahan;

d. fotokopi surat keputusan dalam jabatan terakhir;

[a—

i

. fotokopi kartu PNS yang telah mendapat pengesahan;

surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar
atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh
kepala instansi atau Perangkat Daerah yang
membidangi kepegawaian pada instansi atau daerah
asal;

surat keterangan tidak sedang dalam proses atau
menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan
yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala instansi
atau kepala Perangkat Daerah yang membidangi
kepegawaian pada instansi atau daerah asal;

surat keterangan tidak sedang dalam proses kenaikan
pangkat yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala
instansi atau Perangkat Daerah yang membidangi
kepegawaian pada instansi atau daerah asal;

surat keterangan tidak sedang dalam proses perceraian
yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala instansi
atau Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian
pada instansi atau daerah asal;

surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan
instansi atau Perangkat Daerah yang membidangi
pengawasan pada instansi atau daerah asal;

surat keterangan bebas utang yang ditandatangani
bendahara gaji dan diketahui kepala instansi atau
Perangkat Daerah pada instansi atau daerah asal;

surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

.surat keterangan bebas narkoba dari dokter

pemerintah;

fotokopi penilaian kinerja PNS bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir;

surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan
bahwa:

1. tidak menuntut jabatan;

2. bersedia ditempatkan dimana saja; dan

3. bersedia menaati peraturan yang berlaku pada
Pemerintah Daerah;

daftar riwayat hidup yang ditandatangani;

foto berwarna seluruh badan terbaru dengan latar

belakang merah ukuran kartu pos atau 4r;

fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;

sertifikat/piagam bagi PNS yang berprestasi atau yang
memiliki keahlian tertentu; dan

fotokopi keputusan penugasan/penempatan
suami/istri yang ditetapkan pejabat yang berwenang
pada instansi bersangkutan khusus untuk PNS yang
mengikuti penugasan suami/istri.
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Paragraf 4
Pemeriksaan dan Uji Kompetensi

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang
membidangi kepegawaian melaksanakan pemeriksaan
administratif surat permohonan Mutasi dan dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Dalam hal surat permohonan Mutasi tidak sesuai atau
belum lengkap, Perangkat Daerah yang membidangi
kepegawaian menyampaikan kepada pemohon Mutasi
untuk melakukan klarifikasi.

(3) Pemohon Mutasi yang tidak melakukan klarifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu)
bulan dianggap mengundurkan diri dari permohonan
Mutasi yang diajukan.

(4) Permohonan Mutasi diberi kesempatan untuk
memperbaiki, melengkapi dan/atau memperjelas surat
permohonan Mutasi dalam batas waktu paling lama 2
(dua) bulan setelah klarifikasi.

Pasal 15

(1) Surat permohonan Mutasi yang sudah benar, jelas, dan
lengkap  ditindaklanjuti  Perangkat Daerah  yang
membidangi kepegawaian dengan melakukan uji
kompetensi bagi pemohon Mutasi.

(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui tes tertulis dan wawancara dengan
waktu yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi kepegawaian.

(3) Pemohon Mutasi yang tidak mengikuti uji kompetensi
sesuai waktu yang ditentukan dianggap tidak memenuhi
kompetensi.

(4) Dalam hal pemohon Mutasi tidak lulus uji kompetensi,
kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian
membuat surat keterangan kepada pemohon yang
menerangkan PNS pemohon Mutasi tidak memenuhi
kompetensi dan permohonan Mutasi belum dapat
diterima.

(5) Dalam hal pemohon Mutasi lulus uji kompetensi,
Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian
mengajukan pertimbangan teknis formasi kepada
Perangkat Daerah terkait.

(6) Perangkat Daerah terkait menyampaikan pertimbangan
teknis berupa:

a. ketersediaan formasi; dan

b. analisa jabatan dan analisa beban kerja untuk jabatan
yang tersedia,

dengan memperhatikan ketersediaan anggaran gaji pada
Perangkat Daerah.
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(7) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditandatangani paling rendah oleh Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama.

(8) Dalam hal formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
tersedia, Perangkat Daerah yang membidangi
kepegawaian melaporkan kepada Wali Kota atau pejabat
yang  diberi  pelimpahan kewenangan sekaligus
mengajukan rancangan usul Mutasi kepada instansi asal.

Pasal 16

(1) Usul Mutasi kepada instansi asal yang sudah
ditandatangani oleh Wali Kota atau pejabat yang diberi
pelimpahan kewenangan disampaikan kepada instansi
asal dan meminta balasan persetujuan dalam waktu
paling lama 3 (tiga) bulan setelah disampaikannya usul
Mutasi.

(2) Persetujuan Mutasi yang tidak disampaikan kepada
Pemerintah Daerah setelah 3 (tiga) bulan dianggap tidak
berlaku dan dikembalikan kepada instansi asal.

Pasal 17

(1) Berdasarkan persetujuan Mutasi dari instansi asal, PPK
menyampaikan wusul Mutasi kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara
regional untuk mendapatkan pertimbangan teknis sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Wali Kota atau pejabat yang diberi pelimpahan
kewenangan menetapkan keputusan pengangkatan dalam
jabatan bagi pemohon Mutasi setelah keputusan Mutasi
dari pejabat yang berwenang ditetapkan dan keputusan
pemberhentian dari jabatan oleh PPK instansi asal.

(3) Keputusan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu)
bulan sejak ditetapkannya keputusan Mutasi.

Pasal 18

PNS yang telah menerima surat keputusan Mutasi harus
mengajukan surat keterangan penghentian pembayaran dari
instansi asal sebagai dasar pembayaran gaji pada instansi
penerima sesuai dengan tanggal mulai tugas yang tercantum
dalam surat keputusan Mutasi.
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Bagian Keempat

Pemerintah Daerah sebagai Instansi Asal

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Dalam hal Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke instansi
pusat atau pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Daerah
bertindak sebagai instansi asal.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 20

(1) Setiap PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan
permohonan Mutasi dari Pemerintah Daerah harus
memenuhi persyaratan:

a.

pernyataan kepala Perangkat Daerah bahwa Mutasi
PNS tersebut tidak akan menyebabkan kekurangan
pegawai dalam formasi jabatan pada Perangkat Daerah
yang bersangkutan;

memperoleh usul Mutasi dari PPK instansi penerima
dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;

tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman
disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan
secara tertulis oleh kepala Perangkat Daerah yang
membidangi kepegawaian;

tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas
yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala Perangkat
Daerah yang membidangi kepegawaian;

. tidak mempunyai tanggungan utang dengan lembaga

keuangan/bank disertai dengan surat pernyataan
pejabat pembayar gaji;

bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Daerah;
dan

khusus untuk PNS yang diadakan oleh Pemerintah
Daerah dan pengangkatannya sejak Tahun 2022,
memiliki masa kerja paling singkat 20 (dua puluh)
tahun terhitung sejak pengangkatan sebagai PNS pada
Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal PNS mengajukan Mutasi dengan alasan pribadi
dari Pemerintah Daerah sebelum memiliki masa kerja
paling singkat 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
pengangkatan sebagai PNS pada Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yang
bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
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Paragraf 3
Tata Cara Pengajuan

Pasal 21

(1) PNS Pemerintah Daerah mengajukan surat permohonan
Mutasi kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi kepegawaian.

(2) Surat permohonan Mutasi dari Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan
melampirkan dokumen persyaratan:

a. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang
menyatakan bahwa mutasi PNS tersebut tidak akan
menyebabkan kekurangan pegawai dalam formasi
jabatan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;

b. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar
atau ikatan dinas yang dinyatakan oleh kepala
Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;

c. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau
menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan
yang dinyatakan kepala Perangkat Daerah yang
membidangi kepegawaian;

d. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan
Inspektorat Daerah;

e. surat usul Mutasi dari PPK instansi penerima dengan
menyebutkan jabatan yang akan diduduki;

f. surat keterangan bebas utang yang ditandatangani
bendahara pengeluaran dan diketahui Kepala
Perangkat Daerah; dan

g. surat pernyataan bermeterai yang berisi kesanggupan
pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan
tunjangan lainnya terhitung mulai tanggal Mutasi.

Paragraf 4
Pemeriksaan

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang
membidangi kepegawaian melakukan pemeriksaan dan
penilaian terhadap permohonan Mutasi.

(2) Dalam hal permohonan Mutasi tidak sesuai, Pemerintah
Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi
kepegawaian mengembalikan permohonan Mutasi untuk
dilakukan penyesuaian.

(3) Dalam hal permohonan Mutasi tidak memenuhi
ketentuan Mutasi dan/atau tidak memenuhi
pertimbangan Mutasi, dilakukan penolakan usul Mutasi.

(4) Penolakan usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) disampaikan secara tertulis melalui surat yang
ditandatangani Wali Kota.
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(5) Dalam hal permohonan Mutasi telah sesuai, Wali Kota
membuat persetujuan Mutasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada:

a. PPK instansi penerima; dan
b. PNS pemohon Mutasi.

Pasal 23

(1) Wali Kota menetapkan pemberhentian PNS pemohon
Mutasi dari jabatan di Pemerintah Daerah setelah
menerima keputusan Mutasi dari pejabat berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya
keputusan Mutasi.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Pembayaran gaji PNS yang Mutasi terhitung mulai tanggal
yang tersebut pada surat keputusan Mutasi.

(2) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai PNS
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal PNS yang Mutasi belum mengembalikan kelebihan
pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah
tidak menerbitkan surat keterangan pemberhentian
pembayaran.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) Keputusan mengenai Mutasi PNS yang ditetapkan
sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap berlaku
dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2) Dalam hal terdapat permohonan mutasi yang masih
pat p yang
dalam proses sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku,
pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota
ini.
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BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini
bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan
Wali Kota Bontang Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Perpindahan Antar Instansi (Berita Daerah Kota Bontang
Tahun 2015 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 23 Oktober 2023

WALI KOTA BONTANG,

ttd.

zSVaifullah, SH, M.Si BASRI RASE

M
SSENIP-157404112000031001

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 23 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

ttd.

AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR 27



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

SALINAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN MUTASI

Bontang, .......coccoeiiiiiinan.

Perihal : Permohonan Mutasi PNS

215 o UUUT ORI
Yth. Wali Kota Bontang
di
Bontang
Dengan hormat,
Bersama surat ini, Saya:
Nama e e
NIP PPN
Pangkat/Golongan P
Instansi OO
Unit Kerja PP
Alamat ettt ettt ettt
No. HP e
Bermaksud mengajukan permohonan pindah dari ................l ke
........................ dengan alasan ..........c.coeeviiiiiiiiiiiiiiin

Sebagai bahan pertimbangan, Saya lampirkan berkas sesuai dengan
persyaratan mutasi ke Kota/Kab ............

Demikian permohonan ini Saya buat sebagai bahan pertimbangan.
Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Salinan sesuai dengan aslinya

Nama
NIP

WALI KOTA BONTANG,

Muhammad Svaifullah, SH, M.Si ttd.

NIP. 197404112000031001
BASRI RASE
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